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Abstract 

This research aims to determine the role of PT. BPRS Al-Washliyah Medan in Raising Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSMEs) through sharia financing programs, to find out the number of customers 
receiving MSME financing nationally and to find out the level of distribution of mudharabah financing 
from 2016 to 2020. This research is qualitative research. The analytical approach is qualitative 
descriptive analysis. The data collection techniques used were documentation and interview techniques. 
The conclusion of this research is that the role of BPRS Al-Washliyah in raising MSMEs can be seen 
from three things, namely the role of Islamic banks in developing MSMEs which can be seen from the 
availability of MSMEs  financing products, monitoring financing and business development, and the 
capital building for MSMEs that will be provided. the bank, namely in the form of management 
assistance and business supervision for customers. The obstacles to BPRS Al-Washliyah in increasing 
its role in the MSMEs  sector in Medan are capital that does not yet meet all business capital needs, 
collateral as a condition for obtaining financing that is too large, making it difficult for customers to 
borrow money at the bank, as well as the existence of other sharia banks that offer similar products and 
Conventional banks offer the same products with low interest which causes competition among these 
banks. The solution provided is that Indonesian Sharia Banking has a significant role in the national 
economic system by providing financing to MSMEs entrepreneurs so that they continue to operate and 
are able to improve people's welfare. Another solution to the problems that arise is to reduce the value of 
the collateral. 
 
Keywords: Role, Mudharabah Financing and MSMEs. 

 
Pendahuluan 
  Bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan 
perekonomian di Indonesia.Peran ini terlihat pada usaha mereka dalam membantu 
UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi 
perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan 
menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki 
ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan 
baku import didalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pembiayaan merupakan 
suatu pendanaan yang dilakukan terhadap , lembaga ataupun kelompok. Guna untuk 
mendirikan suatu usaha atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang 
telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut pembiayaan dapat dilakukan 
modal usaha atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang ataupun suatu 
tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha. Pembiayaan juga 
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merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana 
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Perkembangan 
& Bank, 2019). 
  Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 
unit. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan 
musyarakah, transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan 
hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk 
piutang murabahah, salam, dan istishna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 
piutang qard, dan transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. 

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:  
1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa 

keuntungan yang diraih dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 
2. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-

benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa 
hambatan yang berarti. 

  Dilihat dari pengertian dan fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa merupakan 
tugas pokok bank yang dalam bank syariah dilakukan berdasarkan akad-akad syariah 
yang diperbolehkan dan dilakukan guna memperoleh profitability dan safety (Asmara, 
2016). 

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal 
menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, 
dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam akad.Maka dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad 
diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak 
lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh 
dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. (chorisyah 
cahyaningrum, 2018). Pembiayaan mudharabah oleh  perbankan  syariah  membawa  
pengaruh  yang  cukup urgen secara   mikro yaitu: memaksimalkan   laba,   
meminimalisir   risiko   kekurangan   modal   pada   suatu   usaha, pendayagunaan  
sumber  daya  ekonomi,  penyaluran  kelebihan  dana  dari  yang  surplus dana ke yang 
minus dana dan pembiayaan dapat memberantas kemiskinan. 

Di dalam akad mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja 
bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan 
antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan 
bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut 
oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi 
tenaga tanpa mendapatkan keuntungan.(Pradesyah, 2017). 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian 
penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat 
pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan 
lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam 
meningkatkan perolehan devisa serta memperkokoh struktur industri 
nasional.(Anggraeni et al., 2013). 

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif 
untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan 
mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar bisa berkembang. 
Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa 
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perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan 
modal operasional dari perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak 
pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan 
menengah. (Yuli Rahmini Suci, 2008). 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bentuk hukum BPRS 
adalah perseroan terbatas.BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum 
Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum 
Indonesia dengan pemerintah daerah.Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
belum sepenuhnya maksimal dalam mengembangkan UMKM. Pihak bank hanya dapat 
membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sudah memenuhi 
persyaratan serta tidak membantu mengembangkan UMKM tersebut misalnya dengan 
memberi pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu bersaing dengan UMKM lain 
serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Tetapi, seringkali BPRS juga 
melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti 
membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM kedalam pameran, 
memfasilitasi keberadaan tempat usaha, dan memberikan konsultasi mengenai 
pengembangan usaha. 

BPRS juga berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam pembiayaan kepada 
masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun melanjutkan 
UMKM  yang telah dibangun. Didalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang 
ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal.Maka, bank 
sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada 
UMKM.(Bpr & Dalam, 2018). 
   
Landasan Teori 
Pembiayaan 

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berartimengeluarkan dana 
untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk  mengembalikan uang 
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan 
(trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada 
seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa 
pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat-
syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Putra, 2021). 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan 
kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan 
yaitu sesuai dengan hukum islam (Ulpah, 2020). 
 
 
Dasar Hukum Pembiayaan 
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Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya 
restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur’an dan Hadis.  

1. Al-Qur’an 
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 

 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” 
Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada 

seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah 
kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut 
bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan 
semuanya maka akan menjadi amalan yang lebih baik. 

Dari kutipan ayat Al-Qur’an diatas, dapat digaris bawahi pentingnya sedekah 
dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami 
kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya. 
 

2. Hadist 
Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram.” 
Hadist tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang 

mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan 
yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik, 
tidak menggunakan cara-cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak 
dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan 
spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung 
jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. 
 

3. Undang-Undang Perbankan 
Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai utuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan bagi hasil.(II & Pembiayaan, 1992). 
 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan 
 Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan jika dilihat dari 
fenomena yang terjadi ialah masih rendahnya pembiayaan bagi hasil. Rendahnya 
pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang 
telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungannya untuk berubah. Implikasi dari 
tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa 
bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Melihat fenomena 
bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah 
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dan musyarakah, maka menujukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko 
bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi 
penyaluran dana bank syariah adalah risiko. Risiko pembiayaan yang diukur dengan 
non performing (NPF) merupakan kondisi yang sering terjadi dalam bank 
syariah.(Destiana, 2016). 
 
Tujuan dan Manfaat Pembiayaan 
Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan 
kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. 
Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang 
bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk 
menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang 
dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri (impor) maupun luar 
negeri (ekspor). 

 
Manfaat Pembiayaan 
 Beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra 
usaha antara lain:  

1. Manfaat pembiayaan bagi bank  
2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur 
3. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas 

 
Pengembangan Pembiayaan 

Muslimin Kara dalam tulisannya menyebutkan perkembangan pembiayaan 
perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM selama tahun 2010-2011 
mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran 
serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan 
perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2020 sebesar 14,23%, sedangkan 
periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43%. 

Pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syari’ah merupakan produk 
unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syari’ah yang ada sekarang 
ini.Pembiayaan mudharabah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan 
produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat 
meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan 
kualitas produksinya.Namun pada kenyatannya pembiayaan mudharabah seakan 
produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syari’ah yang membuat mereka lebih 
memilih murabahan sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank 
syari’ah.Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan mudharabah, 
sementera murabahah cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada 
pembiayaan mudharabah. (Sadik et al., 2016). 

Peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan 
usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga 
keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan 
UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap 
perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana 
mampu bertahan dimasa krisis global.  
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Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif  kualitatif  pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk 
mengkaji fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh dalam kondisi dunia 
nyata, dengan menggunakan sumber data yang berbeda, dalam upaya mencapai validasi 
(kredibilitas), dan reliabilitas (konsistensi kajian). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil 
 Berdasarkan data yg di peroleh oleh peneliti melalui OJK, terjadi kenaikan 
pembiayaan BPRS dilihat dari aspek bank di tahun 2015 hingga 2016, yang kemudian 
menurun kembali di tahun 2017, tidak selang berapa lama di tahun 2018 hingga tahun 
2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi. pembiayaan BPRS kembali 
mengalami penurunan di tahun 2020 yang mengakibatkan penyaluran dana dalam 
BPRS belum mencapai target dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Karena 
sebelumnya di tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah hampir mencapai target yang 
diharapkan, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang diakibatkan 
karena kurangnya penyaluran pembiayaan BPRS sehingga tidak mencapai target yang 
diharapkan. 
 

Tabel 1. Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional periode 2016-2020 

Jenis 
Pembiayaan 

 
 

Tahun 

 
 

Total 
Pembiayaan 
Mudharabah 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Akad 
Mudharabah 

982.702 1.120. 
278 

1.259. 
499 

1.328. 
924 

1.378. 
586 

1.601. 
408 

 
8.532.029 

Persen (%) 13,99% 12,42% 5,51% 3,73% 16,16% - 

 Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 
2019 dan Desember 2021 

 
Berdasarkan data total bank syariah tahun 2016 hingga 2021 penyaluran 

pembiayaan syariah dari BPRS secara nasional terhadap pembiayaan mudharabah 
sudah tercapai dan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Karena dari tahun 
2015 pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 
2016 hingga 2020 sempat mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 
pembiayaan mudharabah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa  per 
Desember 2015 dan 2021 kinerja  pembiayaan syariah di Indonesia terus  mengalami 
perkembangan yang positif. Pada tahun 2015 total aset pembiayaan syariah yang terdiri 
atas bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai senilai Rp 860.632. Pada tahun 2021 
nilai total aset  tersebut bertambah menjadi Rp 1.601.408, ini artinya selama periode 
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tahun  2015-2021 rata-rata tumbuh sebesar 16,16% persen. Tren positif juga terjadi pada  
kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2015 nilai Total DPK 
yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan syariah berkembang sebesar 14,18% dan 
pada tahun 2021 bertambah menjadi 16,16%.   

Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah nasabah 
penerima pembiayaan mudharabah BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah 
sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Jumlah Nasabah Penerima Pembiayaan Mudharabah BPRS 
Jenis Akad 2016 2017 2018 2019 2020 

Akad 
Mudharabah 

1.042 1.432 2.750 2.835 3.418 

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020 
 

Dapat dilihat dari tabel data diatas bahwa jumlah penigkatan nasabah dari 
tahun 2016-2020 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah nasabah yang 
paling tinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.418 nasabah. Sedangkan jumlah 
nasabah yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.042. jadi dapat 
disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada periode 2016-2020 yaitu memiliki 
peran aktif dalam mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Kemudian jumlah nasabah penerima pembiayaan BPRS dalam periode 2016-2020 telah 
mengalami peningkatan yang sudah stabil, dimana dari tahun ke tahun jumlah nasabah 
penerima pembiayaan mudharabah selalu bertambah. 
 Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah penyaluran 
pembiayaan mudharabah yg di berikan BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah 
sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Penyaluran Pembiayaan Mudharabah yang Diberikan BPRS 
Jenis Akad 2016 2017 2018 2019 2020 

Akad 
Mudharabah 

156.256 124.497 180.956 179.662 220.848 

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020 
 

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa penyaluran pembiayaan Mudharabah 
yang diberikan oleh BPRS pada tahun 2016-2020 tidak stabil, pembiayaan mudharabah 
pada tahun 2016 sejumlah 156.256 kemudian ditahun 2017 mengalami penurunan 
sebesar 124.497 lalu ditahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan sebesar 180.956 kemudian ditahun 2019 kembali mengalami penurunan 
sejumlah 179.662 dan ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan 
sebanyak 220.848. maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami 
penurunan dan kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun 
ditahun sebelumnya sempat mengalami penurunan.  

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan 
BPRS Al-Wasliyah Medan yang di lakukan pada November 2022. Dari hasil wawancara 
yang sudah dilakukan oleh peneliti pada bulan November tahun 2022 dimana peneliti 
telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Sri Rezeki 
sebagai staff pembiayaan, dan ibu Tri Auri Yanti SE, M.EI sebagai Direktur Operasional 
di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. 
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Pembahasan 
Peran BPRS Al-Washliyah dalam Mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) Melalui Program Pembiayaan Syariah 

Peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari 
tiga hal yang secara signifikan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, yaitu tersedianya 
produk pembiayaan UMKM, melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan 
perkembangan usaha nasabah, serta capital building UMKM yang akan diberikan 
pihak Bank, yakni berapa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha. 

1. Peran yang pertama adalah tersedianya pembiayaan UMKM. BPRS Al-
Washliyah dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah untuk 
mengembangkan usahanya. PT. BPRS Al-Washliyah melaksanakan program 
pemberian pembiayaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro. 

2. Peran kedua yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan 
UMKM yaitu dengan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan 
perkembangan usaha nasabah. Menurut Lukman Dandawijaya 
“Pengawasan/Monitoring merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterima semula.”31 
Pendapatan yang lain menyebutkan bahwa monitoring dapat di artikan sebagai 
alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat 
diketahui sedini mungkin (early warning system) deviasi yang terjadi akan 
membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. 

3. Peran ketiga yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan 
UMKM yaitu capital building UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni 
berupa pendampingan manajemen dan pengawasahan usaha. Pendampingan 
pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjut pada kegiatan 
pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini 
jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan 
terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi bank al-washliyah adalah selain 
suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai 
sarana apakah BPRS Al-Washliyah berhasil/tidak dalam menghantar atau 
menghubungkan UMKM sebagai nasabah yang handal.  

4. Dalam hal pembinaan lanjut, bank dapat menjalin kerjasama untuk melakukan 
pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan 
serta pembinaan-pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan 
keuangan lainnya. Namun apabila BPRS Al-Washliyah tidak menghendaki 
kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka 
bank al-washliyah tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM 
sampai jangka waktu kredit UMKM tersebut lunas pada bank.  

 
Kendala dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui 
program pembiayaan syariah 

Inilah alasan-alasan yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan 
perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: manajemen yang belum teratur, baik 
internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta 
adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank 
konvensional yang juga menawarkan produk dengan bunga yang kecil. 
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1. Adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuan pelaku 
usaha UMKM dalam menyalurkan pembiayaan yang layak baik dari segi 
kondisi perekonomian dan kondisi sosial/politik. Namun banyak UMKM yang 
dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam modal sehingga 
perlu pembiayaan untuk Mendukung perkembangan usahanya.  

2. Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan Ketersediaan jaminan 
merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, 
sebab sebagain besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk 
memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak 
dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang 
sesuai dengan persyaratan yang diberikan bank. 

3. Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank 
konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang 
kecil. Ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh BPRS Al-
Washliyah dalam mengembangkan UMKM di Medan. Bukan hanya itu, 
sebagian besar pemilik UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang 
ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus 
menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank. Padahal 
masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat 
sebagaian besar dari UMKM hanya ditangani oleh satu orang. Hal ini berbeda 
dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak 
kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan 
setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada 
awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya. Selain itu, 
pembiayaan mengenai sistem bank syariah kesemua wilayah masih kurang dan 
pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syriah masih minim. 
Masyarakat setempat hanya sedikit yang benarbenar mengetahui tentang 
sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah, sehingga kebanyakan UMKM 
masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem 
bunga. Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses 
UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam 
hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank-bank syariah 
diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya 
dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping 
pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas 
pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai 
pengelolaan administrasi usaha dapat meningakat.  

 
Solusi atas Pemasalahan yang dihadapi dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah 

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang mengahambat 
bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sector UMKM di Medan adalah 
Manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat 
mendapatkan pembiayaan, dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan 
produk yang sama dengan bunga yang kecil. Adapun solusi yang diberikan adalah 
memberikan pembiayaan agar usaha meraka tidak tutup. Solusi lain dari permasalahan 
yang muncul adalah BPRS Al-Washliyah melakukan mengecilkan nilai agunan. Dan 
melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya lebih 
kecil dari yang lain. 
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1. satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada 
blue print. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam 
sistem perekonomian nasional dengan memberikan kesejahteraan rakyat 
melalui pengembangan UMKM di tengah msyarakat melalui pemberian 
pembiayaan tersebut  

2. Mengecilkan nilai agunan. Sehingga dengan begitu dapat membantu pelaku 
UMKM untuk tidak meminjam dan pada rentenir yang suku bunganya sangat 
tinggi.  

3. BPRS Al-Washliyah melakukan promosi, karena pada bank alwashliyah untuk 
Rate/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk 
unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung 
dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha 
nasabah, serta melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum 
memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan 
kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan dengan adanya 
upaya ini dapat mengurangi resiko kredit macat yang menjadi perlambatan 
pemberian pembiayaan oleh bank.  

 
Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Peran bank syariah dalam mengangkat UMKM dapat di lihat dari tiga hal, yaitu 

Tersedianya produk pembiayaan UMKM, Melakukan monitoring terhadap 
pembiayaan dan perkembangan usaha, danCapital building UMKM yang akan 
diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan 
pengawasan usaha kepada nasabah. 

2. Hambatan BPRS Al-Washliyah dalam mengangkat perannya pada sektor 
UMKM di Medan adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh 
kebutuhan modal usaha, Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan yang 
terlalu besar sehingga menyulitkan nasabah untuk meminjam uang di bank, 
serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank 
konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga kecil yang 
menyebabkan terjadinya persaingan di antar bank tersebut. 

3. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha 
mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah 
nasional yang tercantum pada blue print. Perbankan Sayariah Indonesia memiliki 
peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan 
pembiayaan kepada pengusahaUMKM agar tetap berjalan serta mampu 
melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Solusi lain dari permasalahan yang 
muncul adalah mengecilkan nilai agunan. Solusi selanjutnya yaitu dengan 
melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya 
lebih kecil dari yang lain.  
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